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ABSTRACT 

In an effort to implement good and results-oriented governance, the Provincial Government 

of North Sulawesi has made improvements to the performance of ASN which is considered to 

be still not meeting the standards. The North Sulawesi Provincial Government created a 

breakthrough to improve employee performance with a system connected to technology 

called Electronic Performance (e-Kin) which is useful for measuring the performance of all 

State Civil Apparatuses to improve the performance of government officials. In its 

application, there are problems that arise because the distribution of types of activities can 

be accessed by all ASN, although in accordance with the Main Tasks and Functions of 

different Regional Apparatus Organizations and the weight of performance points is not 

appropriate and proportional to the type of activity or activity carried out. The results of this 

study indicate that the implementation of e-Kinerja of Regional Inspectorate employees is not 

fully in accordance with the purpose of the application of e-Kinerja itself, namely to solve 

problems of performance and welfare of the ASN of the Regional Inspectorate of North 

Sulawesi Province. Therefore, efforts are needed, namely: e-Kin has clear, efficient, effective 

benchmarks and is monitored and supervised by direct superiors through the e-Kin system. 

Keywords: electronic performance, adaptable, efficient, effective, measurable, monitored 

 

1. PENDAHULUAN 

Pencapaian keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh kinerja pegawainya. Menurut 

Mangkunegara (2016:67), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Peningkatan kinerja pegawai akan membawa kemajuan bagi 

instansi (organisasi) untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan yang tidak stabil. Menurut 

Silalahi (2013:408), kinerja adalah tingkat pencapaian kerja individu (pegawai) setelah 

berusaha atau bekerja keras atau hasil akhir dari suatu aktivitas. 

Kesulitan dalam mengukur kinerja organisasi pelayanan publik sebagian muncul karena 

tujuan dan misi organisasi acap kali tidak hanya sangat kabur akan tetapi juga sifat multi 

dimensional (Ahmad dan Marwan, 2015).  Pada acara diskusi Public Sector Governance 

Talks #3 dengan topik “Penganggaran Berbasis Kinerja di Indonesia: Sudahkah Berkinerja?” 

yang digelar di Auditorium Gedung Pusat Pembelajaran Lantai 8 yang diselenggarakan oleh 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) dan Kementerian 

Keuangan Republik Indonesia membahas fenomena yang menunjukkan terdapat 12% 

pemerintah daerah yang memperoleh predikat nilai A, BB, dan B. Sementara itu, sekitar 83% 

pemerintah daerah memperoleh predikat nilai CC, C, dan D berdasarkan Laporan 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

pada tahun 2016. Menurut Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., CA., Ak. selaku Direktur 

Public Sector Governance (PSG) FEB UGM, fenomena di atas terjadi karena pemerintah 

daerah belum menggunakan sistem pengukuran kinerja secara maksimal serta rendahnya 
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komitmen pejabat dan staf dalam melakukan pengukuran kinerja. Oleh karena itu, perlu 

adanya sinergi antara akademisi dengan pemerintah untuk memecahkan masalah Sistem 

Pengukuran Kinerja (SPK), jembatannya adanya kolaborasi riset untuk mengawal kebijakan 

ini agar memberikan outcome yang diharapkan. 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Badan Kepegawaian Daerah 

menciptakan satu terobosan baru untuk meningkatkan kinerja pegawainya dengan suatu 

sistem yang terkoneksi dengan teknologi yang lebih canggih yang dinamakan elektronik 

kinerja. Menurut Putri, (2014) E-Kinerja adalah salah satu aplikasi berbasis web untuk 

menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan dan beban kerja unit atau satuan kerja 

organisasi sebagai dasar perhitungan prestasi kerja dan pemberian insentif kerja. Untuk 

memudahkan penilaian kinerja pegawai, standar pekerjaan harus dapat diukur dan dipahami 

secara jelas (Bangun, 2012). 

Pada tahun 2017, dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 

berorentasi pada hasil, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memerlukan perbaikan pada 

sumber daya manusia yang menjadi faktor terpenting dalam organisasi pemerintah.Perbaikan 

yang menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah kinerja Aparatur Sipil 

Negara (ASN) yang dinilai masih kurang memenuhi standar. Pemerintah Provinsi Sulawesi 

Utara mulai tanggal 16 November 2017 setelah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi 

Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Akuntabilitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil melalui E-

Kinerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan sistem Elektronik 

Kinerja (e-Kinerja) yang berguna untuk mengukur kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara 

yang bertujuan untuk meningkatkan  kinerja aparatur pemerintahan, dengan memberikan 

tambahan jumlah tunjangan penghasilan yang didapat dari hasil kerja yang dilakukan. 

E-Kinerja merupakan aplikasi yang dibuat khusus untuk menilai kinerja ASN secara 

langsung dengan memasukkan data kerja harian kedalam software, untuk mendapat 

persetujuan dari atasan. Setelah persetujuan didapat, maka output dari hasil kerja yang 

dilakukan secara online, secara otomatis data yang dihasilkan akan terlihat. Data tersebut 

berupa jumlah nominal dari tarif tunjangan yang diterima ASN. Dukungan sumber daya 

manusia yang memiliki kinerja tinggi, dibantu dengan melakukan perbaikan sistem, 

meningkatkan tunjangan, memberikan informasi serta pelayanan yang baik, meningkatkan 

efektifitas serta efisiensi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau standar operasional 

prosedur yang diberikan maka kinerja akan meningkat. 

Namun dalam penerapan kebijakan elektronik kinerja (e-Kinerja) terdapat 

permasalahan yang mencul disebabkan karena pembagian jenis aktivitas dapat diakses oleh 

semua ASN di Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara walaupun sesuai dengan Tugas Pokok 

dan Fungsi serta Beban Kerja dari Organisasi Perangkat Daerah berbeda. Terdapat juga bobot 

Poin yang tidak sesuai dan sebanding dengan jenis aktivitas atau kegiatan yang 

dilakukan.Disamping itu terdapat pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan 

fungsinya, sehingga hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai tidak efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu, dalam Kompas.com tanggal 8 Februari 2019, 

Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O. E. Kandouw menekankan 3 (tiga) hal penting 

dalam kinerja yang harus Aparatur Sipil Negara (ASN) punyai di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Sulawesi Utara yaitu: dedikasi dan loyalitas, integritas, serta prestasi. Wakil 

Gubernur Sulawesi Utara berharap semua ASN meningkatkan prestasi sesuai dengan 

tupoksinya. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, SE menginginkan agar ada 

parameter yang jelas untuk mengukur nilai kinerja ASN 

Tujuan dari penelitian ini untuk : 1) Menganalisis kinerja Pegawai Inspektorat Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara setelah penerapan Elektronik Kinerja. 2) Menganalisis kendala-

kendala yang dihadapi Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utarasetelah penerapan 

Elektronik Kinerja dalam peningkatan pengawasan di Pemerintah Daerah, dan 3 
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)Menganalisis upaya memperbaiki kinerja Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara setelah penerapan Elektronik Kinerja. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Agensi 

Jensen (1976:308) menyatakan bahwa hubungan keagenan (agency relationship) 

muncul pada saat satu atau lebih orang yang bertindaksebagaiPengambil Keputusan 

(Principal) membuat perikatan dengan orang lain (agen) melalui kontrak untuk melakukan 

beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian sebagian wewenang 

pengambilan keputusan kepada agen. Jika masing-masing pihak dalam hubungan tersebut 

inginmemaksimalkantujuan/keuntungan yang akandiperoleh, makaada alasan kuat untuk 

meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik dariPrincipal. 

Keinginan pimpinan organisasi untuk memaksimalkan nilai ekonomi yang akan 

diterima dapat memotivasi pegawai/karyawan untuk melakukan tindakan kecurangan atau 

penyimpangan dalam memberikan penilaian kinerja mereka yang dapat menyebabkan apa 

yang dihasilkan oleh pegawai/karyawan tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang dapat 

mengakibatkan kerugian bagi daerah. Dengan penggunaan aplikasi elektronik kinerja ini 

diharapkan dapat mampu mengurangi asimetri informasi yang terjadi, dan dapat mendeteksi 

adanya kecurangan dalam penilaian kinerja setiap pegawai/karyawan. 

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah 
Menurut Indra (2006), kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. 

Kinerja (performance) sering diterjemahkan sebagai penampilan, prestasi kerja, tingkat 

keberhasilan ataupun pencapaian dari suatu target yang menunjukkan pelaksanaan hasil dari 

individu atau kelompok individu yang dinilai berdasarkan ukuran-ukuran dari suatu sistem 

pengukuran kinerja.Aparatur sebagai pelaksana jalannya birokrasi sering melupakan tujuan 

pemerintah sebagai pelayan masyarakat.Aparatur lebih memprioritaskan kepada bentuk 

organisasi dan cara-cara yang sering dilaksanakan. 

Konsep Penilaian dan Pengukuran Kinerja 

 Penilaian kinerja sangat penting untuk dilakukan dalam sebuah organisasi karena 

dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya.Konsep 

kinerja dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil. Menurut Menurut August W 

Smith dalam Sedarmayanti (2009:50) performance atau kinerja adalah „‟...output drive from 

processes, human or otherwise‟‟, jadi dikatakannya bahwa kinerja merupakan hasil atau 

keluaran dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dari 

suatu organisasi. 

 Pengukuran kinerja (Performance Measurement) adalah suatu proses penilaian 

kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk 

informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, 

kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan 

sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud 

yang diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan Robertson dalam Mahsun 

(2016:25). 

 Menurut Lohman dalam Mahsun (2016:71), indikator kinerja (Performance 

indicators) adalah suatu variabel yang digunakan untuk mengekspresikan secara kuantitatif 

efektivitas dan efisiensi proses atau operasi dengan berpedoman pada target–target dan tujuan 

organisasi. Indikator kinerja dapat juga diartikan sebagai kriteria yang digunakan dalam 

menilai keberhasilan pencapaian tujuan sebuah organisasi yang dinyatakan dalam bentuk 

ukuran–ukuran tertentu. 

 



Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “GOODWILL”, 13 (2), 2022 

251 

 

Teori Implementasi Kebijakan 

 Dalam sudut pandang teori siklikal (cyclical theory) implementasi diperlakukan 

sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah 

wacana legal formal, biasanya berupa undang–undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk–

bentuk produk hukum lainnya, dianggap sudah selesai. Sehingga, implementasi kebijakan 

merupakan aktivitas lanjutan, sesudah diberlakukannya undang–undang atau ketentuan 

perundangan. Implementasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pengoperasian atau 

penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang–undang dan menjadi 

kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (stakeholders), aktor, 

organisasi (publik atau privat), prosedur dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk 

berkerjasama dalam menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Dengan 

demikian tujuan dan sasaran program atau kebijakan itu secara keseluruhan dapat dicapai 

secara memuaskan (Solichin 2017: 132-133).Kebijakan adalah sebuah keputusan–keputusan 

yang dilakukan pejabat yang berwenang untuk kepentingan–kepentingan publik yang 

mengatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai 

konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah (Hayat 2018:12). 

 Keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh sumber daya dimana 

sumber daya ini berupa manusia yang memiliki kompetensi implementasi dan sumber daya 

finansial.Sumber daya manusia yang harus memiliki watak dan karakteristik seperti 

komitmen, kejujuran, sifat demokratis dan lain-lain. Apabila implementor memiliki watak 

dan karakteristik yang baik, ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang 

diinginkan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah. Selain hal-hal diatas, 

keberhasilan implementasi kebijakan juga didukung oleh struktur birokrasi yang baik.Salah 

satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang 

standar. 

 Teori ini sejalan dengan penerapan Elektronik Kinerja, dimana dalam 

mengimplementasikannya pada pelaksanaan maupun penilaian kinerjanya perlu didukung 

oleh 4 faktor yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. 

Sehingga ketika Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menerapkan Elektronik Kinerja (e-

Kinerja) didukungan dengan pemahaman yang baik oleh setiap pengelola yang kemudian 

mengetahui apa yang harus dilakukannya. Dimana setiap perintah untuk 

mengimplementasikan kebijakan disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus 

(Case Study). Menurut Sukmadinata (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah 

suatu bentuk penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan fenomena - fenomena yang 

ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.Fenomena itu biasa berupa bentuk, 

aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena 

yang satu dan fenomena yang lainnya. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang merupakan 

data yang secara langsung didapatkan dari objek yang diteliti.Metode yang dilakukan adalah 

dengan menggunakan wawancara.Prosedur ini dilakukan untuk memunculkan pandangan-

pandangan dari para informan.Informan yang dimaksud dalam hal ini adalah pihak 

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, serta pihak lainnya yang terkait dengan 

penelitian ini. 

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi 

terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-depth interview, dimana 

dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur.Tujuan dari 
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wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana 

pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. 

Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif.Dalam penelitian 

kualitatif, peneliti berusaha mengumpulkan fakta dari fenomena atau peristiwa-peristiwa 

yang bersifat khusus, kemudian berdasarkan fenomena atau peristiwa yang khusus tadi, 

diambil kesimpulan yang bersifat umum. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumen serta angket disusun secara sistematis serta kemudian dipilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. Dengan melakukan analisis kualitatif, peneliti dapat 

menfokuskan pada penunjukan makna, deskripsi, dan penempatan data pada konteksnya 

masing – masing. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

 Penelitian dilakukan wawancara sesuai dengan pedoman wawancara kepada informan 

kunci yang sudah ditentukan dan dipilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, dengan 

menggunakan alat perekam untuk merekam seluruh isi wawancara, serta menggunakan 

instrumen pendukung antara lain buku catatan, alat perekam berupa audio, kamera untuk 

mendokumentasikan kegiatan di lapangan dan laptop serta komputer untuk mengetik hasil 

penelitian dan rekaman wawancara.Data yang terkumpul kemudian diolah, dibuat transkrip 

data, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis), diberi kode, dan 

dikategorikan kedalam tema. Data tersebut disandingkan, dilakukan triangulasi antara sumber 

data dengan data lainnya sehingga didapat kesimpulan akhir, serta saran dari peneliti. 

4.2. Pembahasan 

Implementasi kinerja Pegawai di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara setelah 

Penerapan Elektronik Kinerja. 

Pegawai yang telah melaksanakan tugas, dipantau setiap bulannya dan pengisian e-

Kinerja dijadikan dasar penentu pembayaran tunjangan kinerja pegawai yang diatur dalam 

Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Pegawai Negeri Sipil Melalui E-Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam upaya agar pegawai mengerti tujuan 

pelaksanaan e-Kinerja melakukan sosialisasi dan sharing session terkait pemanfaatan fungsi. 

E-Kinerja merupakan sistem aplikasi dan dapat ditampilkan sampai dengan tingkat 

pimpinan tertinggi secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi.Penilaian dan 

persetujuan penilaian dilakukan secara elektronik pada aplikasi e-Kinerja. Proses penerapan 

sistem e-Kinerja di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah cukup baik karena 

pegawai telah menjalani kegiatan pengisian e-Kinerja sampai saat ini dan pegawai telah 

melaksanakannya dengan baik. 

a. Relevansi. Berdasarkan hasil wawancara bahwa standar kinerja yang dinilai pada sistem 

penilaian kinerja secara elektronik seperti komponen Disiplin, Aktivitas dan Penilaian 

Perilaku yang diinput kedalam sistem sudah sesuai karena yang dinilai adalah uraian 

tugas ASN sesuai jabatan masing-masing, namun tidak sedikit ternyata ASN yang 

menginput uraian tugas ke dalam sistem tidak sesuai dengan yang dikerjakanya sehari-

hari, dikarenakan ASN tersebut lebih fokus melakukan pekerjaan tugas tambahan 

ketimbang tugas yang sesuai uraian tugas jabatannya. Penulis melihat penilaian kinerja 

menggunakan aplikasi e-Kinerja ini tidak tersedia menu penginputan tugas tambahan, 

berbeda dengan penilaian yang dilakukan secara manual ada form isian untuk tugas 

tambahan.Boleh jadi keadaan ini memunculkan prinsip bagi pimpinan yang penting sudah 

dilakukan penilaian terhadap uraian tugas yang diinput oleh pegawainya.Namun secara 

keseluruhan standar kinerja yang dinilai memiliki hubungan dengan tujuan organisasi 
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b. Sensitivitas. Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan bahwa sistem penilaian kinerja 

ASN yang dirancang secara elektronik dirasa sudah cukup efektif karena sudah bisa 

menggambarkan serta melihat ASN yang bekerja baik dan tidak baik dikarenakan 

penilaian dilakukan sendiri oleh atasan langsung dari ASN.Kemudian terkait penilaian 

perilaku kerja, disini pimpinan dianggap paling mengetahui perilaku kerja bawahannya 

karena lebih instensif berinteraksi di dalam melaksankan program kegiatan. 

c. Inovatif. Hasil wawancara tentang e-kinerja sebagai sebuah inovasimenunjukkan bahwa 

e-kinerja merupakan sebuah inovasi (pembaharuan) yang hingga kini masih digunakan 

oleh ASN, karena dianggap masih relevan untuk menginput laporan kinerja. 

 Inovasi (pembaharuan) dalam sebuah pemerintahan, dianggap sebagai sebuah 

perubahan.Perubahan itulah yang diharapkan dalam konteks reformasi birokrasi.Untuk 

membangun sistem reformasi birokrasi yang lebih baik, maka dibutuhkan adanya 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah, 

sehingga reformasi birokrasi yang diharapkan terwujud.Dengan demikian, e-kinerja 

merupakan bagian dari inovasi (pembaharuan) dan perubahanreformasi birokrasi di 

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

d. Akseptabilitas. Dari hasil wawancara diketahui bahwa semua ASN baik pimpinan 

maupun staf tidak ada kesulitan yangberarti dan menganggap bahwa metode penilaian 

yang ada sudah jelas dan dapatdipahami karena sudah memiliki aturan teknis bagaimana 

cara pelaksanaannyasampai dengan hasil penilaiannya. Hanya saja masalah yang dihadapi 

sebetulnyaadalah penguasaan terhadap aplikasinya. Karena penilaian kinerja ini kan 

dilakukan dengan sistem online menggunakan aplikasi eklektronik, sehingga proses 

penginputan penilaiannya sering terjadi keterlambatan dari batas waktu yang telah 

ditetapkan. Sehingga penulis menyimpulkan untuk sistem penilaian kinerja yang 

dirancang secara elektronik bisa dikatakan sudah ada yang bisa menerima dan ada juga 

yang belum bisa menerima. 

e. Praktis. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa untuk sistem penilaian 

kinerja yang terkait proses, mayoritas pejabat penilai dan ASN sudah mengerti dan biasa  

dalam menggunakan sistem penilaian, namun terkait aplikasi yang digunakan yaitu dalam 

beberapa fitur aplikasi e-Kinerja, ternyata tidak semua ASN bisa menggunakan aplikasi 

tersebut dengan dibuktikan masih banyak yang dibantu dalam menggunakannya. 

Kendala yang dihadapi Pegawai di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara setelah 

Penerapan Elektronik Kinerja dalam Peningkatan Pengawasan di Pemerintah Daerah. 

Adapun kendala dalam implementasi e-Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara, yaitu: 

a. Adaptasi. Berdasarkan wawancara peneliti, pegawai sudah terbiasa dengan aplikasi e-

Kinerja, sehingga mereka tidak merasa kesulitan dalam menggunakannya.Peningkatan 

kemampuan disini terjadi karena pegawai sudah mulai terbiasa menggunakan aplikasi 

berbasis teknologi seperti e-Kinerja, walaupun pada awalnya pegawai merasa kesulitan 

didalam penerapannya.Hal tersebut diatasi dengan adanya interaksi saling mengajari antar 

pegawai bagaimana menggunakan e-Kinerja. 

b. Standar dan Sasaran Kebijakan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan 

tentunya diperlukan standar dan sasaran kebijakan, yang pada dasarnya menyangkut 

tentang hal-hal yang hendak dicapai oleh sebuah kebijakan, baik jangka pendek, 

menengah atau panjang.Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat diukur secara 

spesifik sehingga kesuksesan dan kegagalan kebijakan dapat diketahui. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor 

pendukung penerapan e-Kinerja.Standar dan sasaran yang jelas menghindari terjadinya 

multi interpretasi, menghindari terjadinya kesalahpahaman, dan konflik di antara para 

agen implementasi. Penerapan e-Kinerja di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 
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berdasarkan pada Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 72 Tahun 2017  telah 

memuat standar pelaksanaan/pelaporan E-Kinerja. Sasaran dari e-Kinerja adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan umum pegawai dan untuk meningkatkan motivasi kerja 

pegawai dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan pemerintah. 

c. Integrasi. Integrasi dimaknai dengan pembauran individu terhadap suatu hal yang baru, 

seperti penyesuaian terhadap aplikasi berbasis teknologi yang diciptakan oleh pemerintah 

yang salah satunya adalah elektronik kinerja.Penerapan teknologi informasi diterapkan 

melalui e-Kinerja, dimana informasi kinerja dan penilaian setiap pegawai berbasis 

elektronik secara online dan terintegrasi digunakan oleh Kantor Inspektorat Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara.Teknologi adalah alat yang andal yang dapat mendorong 

perubahan dalam dunia pemerintahan saat ini untuk membantu dan meningkatkan 

performa atau kinerja pegawai pemerintah apabila diintegrasikan secara bijaksana. 

Pada indikator integrasi ini pelaksanaan sosialisasi belum optimal hal ini dikarenakan 

pada tahap sosialisasi tidak disediakan kertas instruksi penggunaan aplikasi, hal ini akan 

mengakibatkan beberapa pegawai yang kurang ahli dalam menggunakan teknologi 

merasa kesulitan menggunakan telepon genggam (handphone) yang disediakan didalam 

kegiatan sosialisasi. Sementara pada umumnya sosialisasi akan berjalan secara optimal 

bila seluruh pegawai memahami dan bisa mempraktikan bagaimana menggunakan e-

Kinerja. Selain itu sebelum e-Kinerja disosialisasikan, e-Kinerja terlebih dahulu 

diterapkan.Hal ini membuktikan bahwa terlambatnya kegiatan sosialisasi diadakan 

sehingga pegawai harus belajar dan saling mengajari penerapan e-Kinerja. Kegiatan 

sosialisasi pun tidak seluruh pegawai mengikutinya, dikarenakan terdapat pegawai yang 

sedang melakukan pekerjaan (penugasan pemeriksaan). 

Upaya mengoptimalkan kinerja Pegawai di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara setelah penerapan Elektronik Kinerja. 

Dalam pelaksanaan sebuah sistem aplikasi berbasis teknologi informasi tentulah 

terdapat hambatan-hambatan.Maka dari itu untuk dapat tercapai tujuan dari pelaksanaan 

aplikasi e-Kinerja, perlu adanya monitoring dan perbaikan pada sistem yang sudah ada. 

a. Terukur. Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa e kinerja memiliki tolok ukur 

yang jelas, sehingga dapat menilai pencapaian kinerja seseorang.Dengan adanya e-

Kinerja setiap kegiatan ASN dapat dilihat jelas dan detail melalui tupoksi masing-masing, 

sehingga apa yang dikerjakan tercapai sesuai dengan tupoksi masing-masing. Selain itu, 

sejak penggunaan e-kinerja, ASN bukan hanya mengerjakan tugas sesuai tupoksi, 

melainkan juga mengerjakan tugas-tugas di luar tupoksi untuk mencapai target sasaran 

kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

b. Efektif. Dari hasil wawancara, menunjukkan bahwa e kinerja mempunyai tujuan yang 

jelas dan dapat memudahkan ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Apabila tujuan-

tujuan tersebut tercapai, maka penggunaan e kinerja dapat dikatakan efektif, sebagaimana 

yang diharapkan dalam reformasi birokrasi.untuk mewujudkan sasaran umum dan sasaran 

khusus, maka diperlukan adanya reformasi birokrasi di dalam penyelenggraan negara. 

Dengan demikian, e-Kinerja secara tidak langsung sudah mencapai sasaran yang 

diinginkan di dalam sebuah reformasi. 

c. Efisien. Di dalam reformasi birokrasi, efisien dapat diartikan sebagai penggunaan Sumber 

Daya yang minimal dalam penyelnggaraan pemerintahan. Semakin sedikit sumber daya 

yang digunakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, maka semakin efisien suatu 

pemerintahan. Dari wawancara di atas, menggambarkan bahwa e-kinerja bukan hanya 

hemat waktu, tenaga, tetapi juga biaya. ASN di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara terlihat lebih produktif menggunakan e-Kinerja dibandingkan menggunakan sistem 

manual dalam pelaporan kinerja.Efisensi yang terdapat dalam penggunaan e kinerja, 

sesuai dengan tujuan reformasi birokrasi, yaitu salah satunya meningkatkan efisiensi 
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biaya dan waktu dalam pelaksanaan semua segi organisasi.Oleh karena itu, penggunaan 

e-Kinerja telah memenuhi prinsip dan tujuan dari reformasi birokrasi, yaitu efisien. 

d. Dimonitor. ASN di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan bahwa 

seluruh kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pegawai dapat dimonitor semenjak adanya 

sistem e-Kinerja.Dari hasil wawancara di atas, menunjukkan bahwa e-Kinerja dapat 

membuat ASN lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan sebab, 

mereka secara tidak langsung dimonitoring dan diawasi oleh atasan melalui sistem e-

kinerja.Atasan dapat mengawasi kualitas kerja bawahan melalui sistem e-kinerja, 

sehingga dapat berjalan sesuai target yang diharapkan dan tidak terjadi penyimpangan 

dari target yang ditentukan. 

 Jadi, dengan adanya monitoring dapat memberikan manfaat baik bagi organisasi dan 

individu (ASN).Bagi organisasi, e-Kinerja menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan 

kinerja stafnya, sehingga mereka dapat meningkatkan kinerja menjadi lebih baik. Bagi 

individu, monitor sangat bermanfaat karena akan mendapat masukan untuk memperbaiki 

kinerjanya. Dengan demikian, monitoring dalam konteks reformasi birokrasi bermanfaat 

bagi kapasitas lembaga maupun kinerja individu 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal 

yaitu sebagai berikut: 

1. Implementasi e-Kinerja pegawai Inspektorat Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan 

tujuan dari penerapan e-kinerja itu sendiri yaitu untuk menyelesaikan permasalahan 

kedisiplinan, kinerja dan kesejahteraan PNS Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

Masih terdapat catatan-catatan yang harus menjadi perhatian terutama masalah 

kedisiplinan dan perilaku pegawai demi peningkatan kinerja pegawai dan peningkatan 

performa sistem e-kinerja itu sendiri.Perilaku positif (positive behavior) sangat 

mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan begitu juga halnya dengan 

keberhasilan kebijakan penerapan e-kinerja oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi utara. 

PNS Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara harus mempunyai kesadaran dari 

dirinya sendiri untuk mensukseskan pencapaian tujuan dari e-Kinerja; 

2.  Terdapat kendala yang dihadapi Pegawai di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara 

setelah penerapan Elektronik Kinerja dalam peningkatan pengawasan di Pemerintah 

Daerah, yaitu: 

a. Adaptasi. Pelaksanaan kinerja pegawai di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi 

Utara lebih khusus Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdapat kendala 

antara lain kemampuan pegawai dalam memanfaatkan peranan aplikasi berbasis 

teknologi yang masih kurang serta sarana dan prasarana dalam mendukung proses 

adaptasi penerapan elektronik kinerja. 

b. Standar dan sasaran kebijakan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan 

tentunya diperlukan standar dan sasaran kebijakan, yang pada dasarnya menyangkut 

tentang hal-hal yang hendak dicapai oleh sebuah kebijakan, baik jangka pendek, 

menengah atau panjang.Dalam penerapan e-Kinerja, standar dan sasaran kebijakan 

tidak jelas dan tidak dapat diukur secara spesifik sehingga sering terjadi multi 

interpretasi, kesalahpahaman, dan konflik di antara para pegawai. 

c. Integrasi. Integrasi dilakukan dengan sosialisasi dan prosedur.Dalam 

implementasinya, masih terdapat kendala yang menghambat, yaitu masih adanya 

pegawai yang tidak mengikuti kegiatan sosialisasi, telatnya pengadaan jadwal 

sosialisasi dan kurang kesiapan kegiatan sosialisasi yang berlangsung. Hal ini bisa 

diatasi dengan saling mengajari antara pegawai dan pembagian jadwal sosialisasi 

yang dilakukan bergantian agar semua pegawai bisa mengikuti; 
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3. Penggunaan e-Kinerja di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai 

implementasi reformasi birokrasi sudah berhasil dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

reformasi birokrasi ada yang sudah berhasil, namun masih perlu adanya upaya 

mengoptimalkan kinerja Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara setelah 

penerapan Elektronik Kinerja, diantaranya: 

a. Terukur karena e-Kinerja memiliki tolok ukur yang jelas sehingga dapat menilai 

pencapaian kinerja seseorang. 

b. Efektif karena e-Kinerja mempunyai tujuan yang jelas dan dapat memudahkan ASN 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

c. Efisien karena e-kinerja bukan hanya hemat waktu, tenaga, tetapi juga biaya. ASN di 

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terlihat lebih produktif menggunakan e-

Kinerja dibandingkan menggunakan sistem manual dalam pelaporan kinerja. 

d. Dimonitor e-Kinerja dapat membuat ASN lebih bertanggung jawab terhadap apa yang 

mereka kerjakan sebab, mereka secara tidak langsung dimonitoring dan diawasi oleh 

atasan melalui sistem e-kinerja. 

 Adapun saran yang dapat diberikan kepadaPemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk 

memastikan bahwa sosialisasi penggunaan e-Kinerja telah dilaksanakan secara berjenjang, 

melaksanakan pelatihan implementasi dan pembaharuan aplikasi bagi ASN, meningkatkan 

kapasitas bandwidth server e-kinerja agar tidak ada lagi permasalahan error server/server 

down, serta melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan e-

Kinerja. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan responden dan informan yang sangat 

terbatas sehingga hasil penelitian dan kesimpulan sangat mungkin dinilai subjektif oleh pihak 

lain sehingga untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis untuk dapat menggunakan 

variable yang lebih beragam lagi, metode pengumpulan data yang belum peneliti gunakan 

saat ini, menggunakan sampel yang lebih banyak lagi dengan karakteristik yang berbeda dari 

penelitian ini sehingga hasil penelitian lebih terwakili oleh responden penelitian, serta dapat 

menggunakan metode analisis lainnya selain yang peneliti gunakan saat ini. 
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